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Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengena Konflik antara Kepala Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah,
konflik dan budaya politik. Pada penelitian ini, terlihat konflik dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD
pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu dimana keduainstitusi tersebut tidak berjalan efektif seperti
yang diharapkan oleh UU No. 22 tahun 1999. Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sesuai
aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang awalnya diharapkan adanya demokratisas dan
mekanisme checks and balances antara DPRD dan Kepala Daerah. Dari tataran pel aksanaannya terjadi
superioritas kekuasaan DPRD ingin mengusai Kepala Daerah, sehinggaterjadi Laporan Pertanggung
jawaban Kepala Daerah yang seharusnya merupakan progress report menjadi kekuatan untuk memecat
Kepala Dagerah yang tidak sepaham dan sekepentingan dengan DPRD. Disamping itu, Laporan
Pertanggungjawaban Tahunan sering terlihat merupakan menjadi alat kekuatan antara DPRD dan Kepala
Daerah. Dampak dari hal ini, dapat membuat kinerja Pemerintahan Daerah terganggu dalam konflik dan
terjadi pada Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah. Terganggunya konsentrasi kerja Kepala
Daerah tersebut bisa berakibat pembangunan daerah terhambat dan pelaksanaan otonomi daerah tidak
menyentuh masyarakat secaraluas.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketemukan fakta bahwa pemberhentian Gubernur
Kalimantan Selatan oleh DPRD terlihat faktor yang sangat berpengaruh yaitu ketidakjelasan Undang-
Undang yang mengakibatkan kurangnya pemahaman anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap
UU No.22 Tahun 1999, terutama di dalam menterjemahkan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah
akibat krisis kepercayaan publik. Disamping itu juga, adanya kepentingan-kepentingan anggota Dewan baik
yang bersifat individu dan kelompok sangat kental mempengaruhi keputusan DPRD terhadap kebijakan-
kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Begitu juga, pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan
oleh DPRD memberikan dampak politik yang tinggi terhadap hubungan Gubemur dengan DPRD vyaitu
menciptakan konflik yang berkepanjangan di daerah Kalimantan Selatan, terganggunya pembangunan di
daerah dan ketidakhormonisan kedua lembaga tersebut yang seharusnya menjadi mitra sejgjar menjadi
lawan yang sating berhadapan mengadu kekuatan masing-masing.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=79649&lokasi=lokal

